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ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

- bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk pengolahan pertambangan 

mineral dan batuan;

- bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan 

dibidang pertambangan mineral dan batuan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna mewujudkan 

kemandirian daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai penggalian potensi; pengembangan, 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1956 Nomor 25);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2043);

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999 tentang Kehutanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3888) sebagaimana 

telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3898);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi 

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4377);



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4724;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4724);

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4725);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4959);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4048);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5059);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3838);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4314);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4575);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4642);



- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4833);

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5110);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 

Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5111);

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha    Pertambangan    Mineral  dan   Batuan  (Lembaran

- Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5142);

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5172);

- Keputusan Presiden Nomor  32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 

Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batuan;

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau 

kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan 

Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan 

Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 06);

- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Garis Sepadan Sungai, Pantai, Daerah Penguasaan Sungai dan Banjir Kanal;

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

- Asas Dan Tujuan;

- Wewenang Dan Tanggung Jawab;

- Pengelolaan Pertambangan;

- Izin Usaha Pertambangan:

- Penggunaan Kawasan Hutan Dan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan;



- Kemitraan Usaha Pertambangan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat;

- Iuran Pertambangan;

- Pembinaan, Pengawasan dan Perlindunagn Masyarakat;

- Penyelesaian Sengketa.

STATUS :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 18 Maret 2013                               
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· Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5059);
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· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3838);
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